KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
PROGRAM

: Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
KEGIATAN

: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
SUB KEGIATAN 
: Jumlah Data Sektor Social, Politik, Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

  Yang Tersedia Dalam Sigle Data System
ANGGARAN

: Rp. 2.300.000.000,-
1. LATAR BELAKANG

Permasalahan yang masih dihadapi saat ini adalah belum optimalnya pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan masih adanya data yang berbeda untuk satu jenis data tertentu karena perbedaan sumber data dan metode pengumpulan yang berbeda. Selain itu juga data untuk pengambilan kebijakan dibidang pembangunan masih tersebar di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal sehingga belum terintegrasi dalam suatu system data pembangunan secara nasional maupun daerah, serta belum tersedianya data pembangunan yang akurat dan sistematis. Oleh karena itu perlu diupayakan adanya keterpaduan data dalam sebuah system data pembangunan daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai basis data pembangunan yang valid dan up to date, dan sebagai pengambil keputusan berbagai kebijakan pemerintah daerah.
Mengingat pentingnya data dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah karena data sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan serta bukti akuntabilitas kinerja organisasi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah mulai tahun 2018 telah dan secara bertahap akan terus mengembangkan pengelolaan data secara terpadu dan terintegasi dalam suatu system data pembangunan daerah melalui Single Data System (SDS). Dengan Single Data System ini diharapkan dapat diperoleh data pembangunan yang valid, lengkap dan utuh dan mudah diakses oleh stakeholder pembangunan di Jawa Tengah.   
2. TUJUAN DAN SASARAN
A. Tujuan 
Tujuan yang diharapkan dari Kegiatan Penyusunan Data Statistik Sektor Sosial, Politik, hukum dan HAM yaitu:

1. Menyediakan data statistik sektor Sosial, Politik, Hukum dan HAM serta informasi hasil pembangunan lebih cepat dan akurat untuk analisis kebijakan perencanaan, pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah melalui Single Data System dan Open Data;

2. Pelayanan data dan informasi statistik kepada masyarakat Jawa Tengah yang valid dan akurat;
3. Optimalisasi BIG Data untuk pengambilan kebijakan pimpinan.
B. Sasaran
Sasaran kegiatan ini meliputi:

1. Data statistik Sosial, Politik, Hukum dan HAM, dan informasi hasil pembangunan yang valid dan up to date berbasis web yang mudah di akses;

2. Meningkatkan pelayanan data statistik yang cepat, mudah dan murah;
3. LOKASI

Jawa Tengah

4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

a. Pengumpulan data

Data yang sudah diidentifikasi dikirimkan oleh SKPD, dilanjutkan verifikasi ketersediaan datanya serta masukan jenis data  statistik Sosial, Politik, Hukum dan HAM dari Kabupaten/Kota untuk memperoleh data yang dibutuhkan;

b. Verifikasi / Validasi

Data yang sudah terkumpul dan diupload dalam Single Data System dan Open Data  yang terdiri dari data Sosial, Politik, hukum dan HAM selanjutnya dianalisis sesuai dengan kebutuhan dengan memperoleh masukan dari instansi vertikal maupun unsur pusat;

c. Forum Data

Forum data dilaksanakan selama 2 kali dalam setahun dengan menghadirkan SKPD, instansi vertikal dan Kabupaten/kota, hal ini untuk menyepakati data yang akan di publikasi;

d. Rapat Koordinasi Tim Satu Data Jawa Tengah
Rapat koordinasi internal Tim Satu Data Jawa Tengah secara berkala untuk Menyusun rencana aksi kegiatan Satu Data Jawa Tengah;
e. Publikasi Data

Bekerjasama dengan BPS dalam pengumpulan data statistik sektoral Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2021 yang selanjutnya dipubliksikan dalam bentuk buku cetak kepada SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, selain itu juga publikasi data statistik sektoral yang lain melalui portal Single Data System/Open Data (www.data.jatengprov.go.id);  
f. Fasilitasi Single Data System dan Open Data ke Kabupaten/Kota

Memberikan fasilitasi kepada Dinas Kominfo Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk mengembangkan aplikasi Single Data dan Open Data dengan bantuan teknis dan bimbingan teknis aplikasi;
g. Pemeliharaan Aplikasi Single Data System dan Open Data;

h. Pemeliharaan dan Optimalisasi BIG Data untuk pengambilan kebijakan Pimpinan Daerah;
i. Pengadaan infrastruktur BIG Data.
5. KELUARAN

a. Penyediaan data sektoral bidang Sosial, Politik, Hukum dan HAM secara online pada aplikasi Single Data System dan Open Data sebanyak 8.000 dataset dan publikasi data dalam bentuk cetak;
b. Terselenggaranya Forum Data antar SKPD Provinsi dan Kabupaten/kota sebanyak 2 Kali dengan jumlah peserta masing sebanyak 110 orang;

c. Terpublikasinya data Statistik Sektoral dan Produk Domestik Regional Bruto dalam bentuk cetak sebanyak 200 Eksemplar;

d. Terpeliharanya Aplikasi Single Data System dan Open Data;

e. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Tim Satu Data Jawa Tengah;
f. Terselenggaranya BIG Data Untuk Pengambilan Kebijakan Daerah;
g. Tersedianya Infrastruktur BIG Data Jawa Tengah.
6. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN 

Jadwal terlampir;
7. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

A. Sumber Dana


Sumber dana adalah APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

B. Perkiraan Biaya


Total perkiraan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sebesar                            Rp. 2.300.000.000,- (Dua Mliyar Tiga Ratus Juta Rupiah).
9. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai landasan operasional kegiatan statistik data dan informasi yang diharapkan dapat  menjawab permasalahan pembangunan dan tidak bertentangan dengan  kaidah-kaidah baik administrasi keuangan maupun perencanaan pembangunan sebagaimana yang tertuang didalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
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